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BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN MULTIYEARS

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

. bahwa dalam rangka membiayai program dan kegiatan Daerah yang

kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun
anggaran, maka perlu untuk menyediakan dana cadangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan Kegiatan Multiyears Kabupaten Bengkalis;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
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.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan :

-Keuangan .antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran -Negara ' Republik Indonesia Tahun 2004 -Nomor 126,

~Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); . S
. Undang Undang Nomor- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang- undangan (Lembaran’ Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor - 82 Tambahan Lembaran Negara Republlk
" Indonesia Nomor 5234); - :

- 10.

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan i

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

11.

12.

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah B ek
~ (Lembaran Negara Republik - IndonesiaTahun - 2005 Nomor 165, .

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerlntah ‘Nomor -39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
FR Pengendallan dan EvaluaSI Rencana Pembangunan (Lembaran Negara ,
. Republik IndonesuaTahun 2006  Nomor 96 Tambahan Lembaran‘
- Negara Republlk Indonesia Nomor 4663) :
13.
‘ »'Pengendallan ‘Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Peraturan Pemerlntah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

~ Republik IndonesiaTahun 2006 ‘Nomor. 97, Tambahan Lembaranr ‘

~ 15.

~ Negara Republik Indonesia Nomor4664)
- 14,

Peraturan Pemerintah - Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan‘f

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, - Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemenntahan 'Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara:

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran S

Negara Republik Indone31a Nomor 4737)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasn(
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia - Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara ,

16.

Republik IndoneS|a Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 ‘Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, - Pengendallan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a_~>-f‘:_

~ Nomor 4817);

7.

18,

Peraturan Daerah Kabupten Bengkalls Nomor 03 Tahun 2007 tentang - -
‘Rencana Pembangunan Jangka: ‘Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten = -
'~ Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis -~
Tahun 2007 Nomor 03); . et
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 tentang S
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalls B

E ;(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07),

9.
20.

21,

Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 08 “Tahun 2008 tentang 5
. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD o
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun

2008 Nomor 08); e
Peraturan Daerah Kabupten Bengkalls Nomor 09 Tahun ‘2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran .

Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 10 Tahun 2008 tentang ;
Organisasi -~ dan Tata = Kerja. Inspektorat, - Badan Perencanaan .
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ' Kabupaten

Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008_.

- Nomor 10)
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22, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 2008 tentangw e
Orgamsasn dan Tata Kerja Dinas Daerah . Kabupaten Bengkalls;-;v‘_ya*: Ph

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2008 tentang - :

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Bengkalis
‘(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor 14);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentangjvf'

Pokok-Pokok Pengelolaan . Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun 2008 Nomor03) Rl

S ﬁDengan PersetUJuan Bersama o

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menetapkan g

N Z'dan"—f' o
BUPATI BENGKALIS s
L MEMUTUSKAN

' PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN KEGIATAN MULTIYEARS KABUPATEN BENGKALIS

S BABI
KETENTUAN UMUM .

Pasal 1

DaIam Peraturan Daerah |n| yang dlmaksud dengan
"j'1' fDaerah adalah Kabupaten Bengkalus '> : : S
2.7Pemenntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagalr T

-~ unsur penyelenggaraan pemenntahan daerah.

3. ‘Bupatl adalah Bupati Bengkalls o ‘
4, _'Sekretarls Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Bengkalls

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah ‘yang selanjutnya ~disingkat SKPD

~adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemermtah L

| Kabupaten Bengkalis yang mempunya| tugas mengelola anggaranr
dan barang daerah. e

: ,‘6.:'Keg|atan Multlyears adalah keglatan pelaksanaan pembangunanf e

yang dlkerjakan lebih dar| satu tahun anggaran

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang s‘elanjutnya dlsebut' ‘
- APBD . adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Kabupaten .
ABengkalls yang dltetapkan dengan Peraturan Daerah : :

8. Penerimaan Daerah adalah’ semua Penerlmaan Kas Daerah dalamf S

Penode Tahun Anggaran tertentu

9. Pendapatan Daerah adalah semua Penenmaan Kas Daerah dalam’j}; -
Penode Tertentu yang Menjadl Hak Daerah. SR :

o 10 Dana Cadangan adalah :Dana yang d|$|S|hkan untuk memblayalri L
' pelaksanaan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup

- besar yang tidak dapat dlbebankan dalam satu tahun anggaran.

11 Dana Perlmbangan adalah dana yang Bersumber dari Penenmaanw-'i]
APBN:dan APBD PrownSI yang dialokasikan Kepada Daerah untuk - -

. Membiayai - Kebutuhan Daerah .dalam Rangka Pelaksanaan - |
DesentrahsaSI : SR g ‘

| 12 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dan APBN vyang ; i ) ‘4 ’,
dialokasikan - dengan tujuan’ pemerataan kemampuan keuangan-

daerah untuk membantu memblayal kebutuhan tertentu



13. Dana AIokasn Khusus adalah dana yang berasal dan APBN yang”: 'g_. EE

dlalokaSIKan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus.

14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bengkalus

S BABIl
PEMBENTUKAN

Pasal 2.

_(1)Guna memblayal kebutuhan dana yang tldak dapat dlbebankan
dalam satu tahun anggaran, dibentuk Dana ‘Cadangan yang

ditetapkan sebesar Rp. 310 000 000 000,- (tlga ratus sepuluh milyar
rupiah) pada tahun 2011. 5

(2)Jumlah dana cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

_.merupakan dana awal yang memungklnkan dapat ditambahkan dan

_disisihkan setiap tahun anggaran . sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah’ yang dlmulal sejak Tahun 2011 sampal dengan
Tahun 2015 : 4 i

Pasal 3

| (1)Dana Cadangan sebagalmana dlmaksud -dalam. Pasal 2 dlbentuk

dengan penenmaan pemblayaan daerah tahunan APBD.

(2)D|kecuaI|kan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), .
~adalah penerimaan APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
- (DAK), Plnjaman Daerah  dan . Penerimaan lainnya .yang
pengunaannya dibatasi untuk - pengeluaran tertentu berdasarkan '
peraturan perundang undangan

BABIII
PENGGUNAAN:

Pasal 4

e

.(1)Dana Cadangan sebagalmana d|maksud pada ayat (1) Pasal 2' "

~digunakan = untuk pelaksanaan program/kegiatan - Multiyears
(tahun jamak) APBD Kabupaten Bengkalls dan tahun 2012 sampal
“tahun 2015.

, (2)Dana Cadangan sebagalmana dlmaksud ayat (1) tidak . dapat"'

- digunakan- untuk memblayal program dan keglatan Ialn diluar yang
telah dltetapkan o : . '

(3) Penggunaan Dana Cadangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1 )
dilakukan  dengan - mengacu pada ; ketentuan - peraturan
perundang undangan R : SR

Pasal 5

'_(1)Pengeluaran yang akan - dlSlSIhkan untuk pembentukan Dana

Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dlcantumkan'
dalam APBD pada sisi Anggaran Pemblayaan ‘

(2)Dana Cadangan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) dlbukukan -

tersendiri, terplsah dari rekening Kas Daerah
(3)Untuk pelaksanaan program/keglatan sebagalmana tersebut dalam

‘Pasal 4 ayat (1), maka Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu g
dipindahbukukan ke Rekenlng penerlmaan pemblayaan Dana‘ S

Cadangan :
;_[,BABn/f,.D
\ PENGELOLAAN
. Pasal6

(1)Dana Cadangan 'sebagaimana’ dimaksud- dalam Pasal 4 apablla' S

belum digunakan sesuai' dengan peruntukannya, dana cadangan
tersebut dapat ditempatkan pada portofollo yang membenkan
penghasnlan tetap dengan resuko rendah o N o
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(2)Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan Dana Cadangan oleh
Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah penerimaan
dan dibukukan pada rekening penerimaan pembiayaan Dana
Cadangan.

(3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai
dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan
pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 7

Pengeluaran Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang

bersangkutan.
BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat
sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening
pembiayaan Dana Cadangan.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari
laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 23 Desember 2011
SEKRETRAIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

e

—  Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19550720 198003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 10,




